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PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2018/PA.Ab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Gugat antara
Penggugat tempat dan tanggal lahir Blitar, 04 April 1975 umur 42 tahun,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat
tinggal di Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, umur 40 tahun, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani tempat tinggal di
Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka
sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2018 telah
mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Ambon dengan Nomor 261/Pdt.G/2018/PA.Ab. tanggal 26 Juli 2018,
dengan dalil-dalil sebagai berikut:
l. Bahwa pada tanggal 12 September 1997, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan di Parbulu yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
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Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur, Nomor:
509/38/111/1998, tanggal 24 Maret 1998,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat dan
bertempat tinggal di Unit 17,

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai dan
telah melakukan hubungan badan (Ba'da dukhul) layaknya suami istri dan
dikaruniai 1. 2, anak ;

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
karena:

Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan apabila
dinasehati Penggugat untuk bekerja, Tergugat marah-marah dan
memukul Penggugat,

Tergugat suka bermain judi;

5 Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan
Januari 2016, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu
masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana
layaknya suami istri;

6. Bahwa dengan kelakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik
sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya
agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka
perceraran  merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan

yang berlaku;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalii di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain shughra Tergugat atas Penggugat,

3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

Subsider.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadile
adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang
menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selamjutnya
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang
maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat;
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 509/38/111/1998, tanggal 24 Maret

1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru

Utara Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
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dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi
tanda P;
B. Saksi :
1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
petani, bertempat tinggal di Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut: ;
~ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
~ Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat
adalah adik ipar saksi;

~ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

~ Bahwa Pengggat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak
dan keduanya tinggal dengan Penggugat;

~ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2015 Penggugat dan
Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus;

~ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat, Tergugat suka bermain judi;

~ Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
berselisihn dan bertengkar, Tergugat marah-marah dan memukul
Penggugat

~ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Januari 2016
sampai sekarang;

~ Bahwa selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali ;

~ Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil

2. Saksi 2, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
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Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada

pokoknya sebagai berikut:
~ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
~ Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan
Penggugat dan Tergugat, saksi hanya bertetangga rumah;
~ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
~ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1, 2 anak, dan
keduanya tinggal bersama Penggugat;
~ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2015 tidak rukun lagi,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terun menerus;
~ Bahwa penyebab terjadinya Perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah
kepada Penggugat, dan Tergugat sering marah-marah sampai
memukul Penggugat;
~ Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih
dan bertengkar karena Tergugat suka bermain judi
~ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Januari 2016
sampai sekarang;
~ Bahwa selama pisah tidak ada pihak keluarga Tergugat yang datang
untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
~ Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan
keterangan kedua saksi tersebut;
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya tetap pada gugatannya,
Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupaka bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula
tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan
yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
Penggugat harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya mediasi sesuai
amanat Pasal 154 R.Bg. dan dipertegas dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di
muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak
Penggugat agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah
diamanatkan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974jo Pasal 82
ayat ! Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undange
undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini
adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara
agama Islam, dan perkara ini termasuk jenis perkara sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor : | Tahun 1974 Tentang
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Perkawinan, maka perkara ini masuk dalam kompotensi absolut Pengadilan

Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus
karena perceraian, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum (legal

standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang dianggap termuat dalam
pertimbangan ini

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan
bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar
Pengadilan Agama Ambon menetapkan jatuh talak satu bain  shughra dari
Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat
sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk dapat melakukan
perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, maka harus dibuktikan

unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus dan bagaimana bentuknya ;

2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran
tersebut dan siapa penyebabnya serta apakah penyebab pertengkaran
tersebut merupakan hal yang prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan

kehidupansuamiistri;
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3. Bahwa apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan akan
hidup rukun kembali dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa untuk  membuktikan dalil-dalil  gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 (dua) orang
saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik yang telah bermeterai
cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12
September 1997 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru
Utara Timur dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir
dipersidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi ! Penggugat sudah dewasa dan sudah
disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974;

Menimbang, bahwa keterangan saksi | Penggugat mengenai angka !
sampai degan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil
sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan
saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai
alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang

NomorTahunl1974;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1
sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami  sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga
keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ! dan saksi 2 Penggugat telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang
saksi Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan  bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti fakta-fakta sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada
tanggal 12 September 1997 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
sifatnya terus menerus;

3. Bahwa penyebab perselishan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat, dan Tergugat suka bermain judi;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2016
hingga sekarang ini dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali

5 Bahwa Penggugat di muka sidang telah menyatakan keinginannya yang
kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun pengadilan telah berupaya
untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat
disimpulkan fakta hukum mengenai alasan perceraian sebagai berikut
1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi

perselisihan yang terus menerus;

Hal 9 dari 13 hal Putusan. No. 261/Pdt.G/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



J/’rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

, putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertegkaran karena Tergugat tidak
memberikan nafkah kepada Penggugat Tergugat suka bermain judi;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2016
sampai sekarang;

4, Bahwa Penggugat telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk
bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta tersebut merupakan akibat langsung (direct
effect) dari adanya disharmonisasi yang terjadi sebelumnya antara keduanya,
artinya bahwa pisah tempat tidur tersebut termasuk dalam domain perselisihan
sebagaimana dpertimbangkan di atas. Hanya bentuknya yang diekspresikan
lain oleh kedua belah pihak, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lainnya
Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tidur tersebut berlangsung,
maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara
Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara psichologis apabila dalam suatu rumah
tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka dapat dipastikan
akan mengakibatkan ketidak tenteraman jiwa bagi pasangan suami istri,
sehingga tujuan perkawinan vyaitu membentuk keluarga yang sakinah,
mawaddah, warahmah akan sulit terwujud, apalagi jika suami maupun istri
sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi
mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada
pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan
yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang
memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk
mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sakinah, mawadah dan
rahmah. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara
nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan
sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika
rumah tangga sudah dalam keadaan tidak harmonis/tidak rukun dan nasihat

perdamaian tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak;
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berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk
melakukan perceraian;

2. Bahwa oleh karena itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka
gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan secara
verstek, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat
terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

MENGAOILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra  Tergugat (Paeso bin Tukimin)
terhadap Penggugat (Suliyani binti Martosari);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).-

Oemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 Masehi
bertepatan dengan tanggal 20 Ozulgaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Ors. Oasri
Akil, SH. sebagai Ketua Majelis, Ora Hj Nurhayati Latuconsina dan Ors
Salahuddin  Latukau, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh
Ora. Sitti Rohani Samal!, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat
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Dra™Hj. Murhayati Latuconsina 1% rs. Dagri Akil, SH.

Hakim Anggota,

Drs_&Galahuddin Latukau, MH.

Panitera Pengganti,

Dra Sitti Rohani Samal

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00;

2. Biaya Proses :Rp. 50.000.00;
3. Biaya Panggilan Rp. 180.000.00;
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000.00;
5 Biaya Meterai Rp. 6.000.00;

Jumlah Rp. 271.000.00;

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
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